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PET{UNJI'KAII STAF KHUSUS BUPATI HALMAIIERA BARAT
BIDANG SUMBER DAYA MAITT'SIA
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BUPATI HATMAHERA BARAT,

Menimbang : a. batrwa dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar berjalan sesuai
keteniuan pelaLuran perundang-unclangan, diperiukan periguaiarr
kapasitas dan kapabilitas sumber claya manusia aparatur rlalam
penlrelenggaraan pemerintahan Daerah;

b. bahrva mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Hahnahera Barat serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Manusia
Dalam Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahr*'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Calarn hlirul a
dan humf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Flaimahera Barat tentang
Penunjukan St-af Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Sumber Da1,a
lulani-lsia Dalan: Pcn'rcicnggaraan Pcmci'i,riahan Daci-ah Kabupaicii
Ilalmahera Barat Tahun '2O24:

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Sr,r.'atantra Tingkat II Dalam Wilal,ah Daerah Sr,r,atantra Tingkat i
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2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraar) Negara
yang trebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 'lahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku ?enggara Barat:

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Un<lang undang Ncmcr I Tahun J004 tentang Perbendaharailn llegara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A& tentang Aparatur Sipil lYegara;
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun '2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Unclang-undang Nomor 30 Tahun 2AA tentang Adminisirasi

Pemerintahan;
1Cl. Undang-undang Namor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

aniara Pemennlah Pusat dan Pernerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun '2A'22 tentang Perubahan kedua atas

Unciar:g-undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang Pembentukan Peraturan
Peru nclang- urrdangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang lJana Perimbang;
13. Feratulan Pemerintah Nomar 18 Tahun 2016 tentang Perangkat l)aeral-r:
14. Peraturan Pernedntah Nomor 11 Tahun 201,7 teniang Mana;'emen ileganvai

iriegeri *tipii;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AI7 tentang Pembinaan dan
Pengar,vasan Penrzelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun '2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Unclang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tei:tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
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PeruLrahan Atas Peraturan Menleri Dalarn Negeii Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum L)aerah;

19. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentaag Pedoman
leknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera llarat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Dnrnt '|-^h"- A--^^-^- )fl1ul .UuLat (dltUll (rriE;6ClGll zV4Tr

22. Peraturan Bupali Halmahera Barat- Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nortlor 1S
Tahun 2OL6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
I{aimahera Barat Tahun Arlggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian lJmum, Perencanaan dan Ker"rangan Setqia
Kabupaten Halmahera Bara[ Nomor : 84712121'2A24 perihal
Pennohonan Penerbitan SK KDH"

ME}IUTUSKATII :

Menunjuk Saudara Hikayat A. Rahman dan Supriyadi Hamisin M.Pd
sebagai Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Sumber Da3,'a Manusia
Tlalqm l}pnrrelenocoraqn f)emerinfahqn flqprqh

Masa kontrak kerja Siaf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya h.{a-nusia
Dalam Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung
muiai tanggai 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember
Tahun 2424.
Masa kontrak sebagaimana dimaksul Diktum Kedua, seu.aktu-waktu dapat
ditinjau <ianlatau ciiakhiri 'oiiarnana ticiak sesuai ciengan ketentuail
peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kelrijakar:
pernerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Manusia l)alaan Penyelenggaraea
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran
Rp. 4.5OO.OOO,- {trmpat Juta Ltuna Ratus ltibu Rupiah}.
Staf Khusus Bupati bidang Sumber Da3,-a Manusj.a Dalam FenS.,elenggaraan
Pemerintahan Daerah selain mernperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan pengi:asilan lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah"
Siaf Kirusus Bupaii bidang Surnber Daya ivfanusia daiam penyeienggaraan
penyeienggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perjalanan rlinas
Daiam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Peq'alanan Dinas Non PNS.
Staf Khusus Bupati Ridang Sumber Daya Manusia Dalam Penyelengaraa*
Pemerintahan Daerah mernpunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan bahan masukall, kajian dalam perumusan kebijakan Bupati
di tridang Suub*i' Da_.,.a &4anu-ria Dalam Pen_velerrggefiian Pemerintaha:r
**aei'ah yang rnencakup peia--iana* adr;ri*istrasi i;erxeri::taha:r,
*e*:rbartgrrt:ari rkir: k*rnas,.v araketa n.

Menetapkan

KESATU

KtrDUA

KETIGA

KBEMPAT :

KELih4A :
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c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaiuasi terhadap Sumber
Daya Manusia;

d. Ivlembantu St-af ahii Bupati <iaiam menyusun rekomendasi kajian rian
analisis Sumber DaYa Manusia;

e. Memantau dan melakukan kajranlanalisis terhadap kebijakan Daerah
agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan I)aerah;

f't\rgas-tugaskhususlainyangditlerikanolehBupati'

KEDELApAN : Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Da-va Manusia ifalam Penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati'

KtrSEMBILAN: Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkann-va Keputusan ini
dii-re"uankan paeia Arrggaran Pcn<iapatarr rlart Belanja Daei'ah Kabupaierl
Flalmahera Barat.

KEStrPUI,UH: Keputusan ini rnulai irerlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditet.apkan di : .iailolo
Pada tanggal I I Januari 2*24

BUPA?I RA BARAT,

Tern}lusqru, Disampaika:r kepada Yth ;

i. Sekretaris Daerah Kab" Halmahera Barai di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Katr. Ilalmahera Ba-rat di Jailoio,
3. Kepala BKAD Kab. Hairnahera Barat di Jaiiolo,
4" Yang bers*"ngkutan untuk diketahui.

JAMTS UAIiIG
Ass. Bicl. Adm. Umum

Kabag Umum, Perencanaa:r &

Kabag. Hukum & Orgs

d


